
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 dalam pelaksanaan rehabilitasi 

sosial bagi Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di UPT Rehabilitasi 

Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan menggunakan teori implementasi 

kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan telah berjalan dan didukung oleh empat indikator, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

1. Komunikasi 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui 

penyampaian informasi kepada petugas dan penerima manfaat. Informasi 

kepada petugas disampaikan melalui rapat, briefing, dan koordinasi 

internal, sedangkan informasi kepada penerima manfaat diberikan melalui 

bimbingan sosial, pendampingan, pertemuan bersama, dan komunikasi 

langsung. Penyampaian informasi tersebut membantu petugas memahami 

pelaksanaan tugas serta memberikan kejelasan kepada penerima manfaat 

mengenai ketentuan, hak dan kewajiban, tahapan pelayanan, serta 

mekanisme penyampaian keluhan. Dengan demikian, aspek komunikasi 

telah mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial, meskipun penyampaian 

informasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan 

dengan tingkat pemahaman penerima manfaat.  
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2. Sumber Daya 
 

Pelaksanaan rehabilitasi sosial telah didukung oleh sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, serta anggaran. UPT memiliki 28 pegawai yang 

menjalankan fungsi pelayanan, pendampingan, pembinaan, administrasi, 

kesehatan, dan kegiatan pendukung lainnya. Ketersediaan asrama, fasilitas 

kesehatan, serta fasilitas kegiatan dan keterampilan juga mendukung 

proses rehabilitasi sosial dan pengembangan kemandirian penerima 

manfaat. Selain itu, dukungan anggaran digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan, pembinaan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas. 

Dengan demikian, sumber daya telah menjadi faktor pendukung 

implementasi kebijakan, meskipun peningkatan kompetensi petugas dan 

optimalisasi pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tetap perlu dilakukan 

secara berkelanjutan.  

3. Disposisi Pelaksana 

Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen, sikap profesional, 

empati, tanggung jawab, dan responsivitas petugas dalam memberikan 

pelayanan. Petugas tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi 

juga terlibat dalam kegiatan pendampingan, pembinaan, dan penanganan 

kebutuhan penerima manfaat. Kesediaan petugas untuk mendengarkan 

serta menindaklanjuti kebutuhan dan permasalahan menunjukkan adanya 

sikap yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, 

disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses 

rehabilitasi sosial, terutama karena pelayanan kepada OYPMK 
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membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi 

masing-masing penerima manfaat.  

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas dan wewenang 

antarpetugas, penerapan prosedur pelayanan, koordinasi internal, serta 

mekanisme penanganan pengaduan. Setiap petugas menjalankan tanggung 

jawab sesuai dengan bidangnya, sedangkan pelayanan dilaksanakan 

melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penerimaan, asesmen, 

pelaksanaan bimbingan rehabilitasi sosial, hingga terminasi. Koordinasi 

dilakukan melalui rapat dan komunikasi langsung, sementara pengaduan 

dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia untuk kemudian 

ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan. Dengan demikian, struktur 

birokrasi telah memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pelaksanaan 

pelayanan, meskipun konsistensi penerapan prosedur dan tindak lanjut 

pengaduan tetap perlu dijaga.  

B. Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 85 Tahun 2018 dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Orang 

yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara 

Kronis Tuban, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban perlu mempertahankan 

pelayanan yang telah berjalan dengan baik serta meningkatkan penerapan 
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SOP, khususnya dalam mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan 

secara konsisten dan responsif. Selain itu, peningkatan kompetensi 

petugas, penyampaian informasi pelayanan yang mudah dipahami, serta 

optimalisasi sarana dan prasarana perlu terus dilakukan untuk mendukung 

pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan penerima 

manfaat. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sosial terhadap 

Orang yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) serta mengurangi stigma 

dan diskriminasi yang masih dapat terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Penerimaan dan dukungan dari lingkungan sosial 

diperlukan untuk membantu OYPMK dalam menjalankan kembali fungsi 

sosial serta mendukung proses reintegrasi sosial setelah mengikuti 

rehabilitasi. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber 

informasi bagi pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang 

Administrasi Publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan 

pelayanan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi 

bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan 

implementasi kebijakan pada bidang rehabilitasi sosial. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan 

mengkaji aspek yang lebih luas mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial 

bagi OYPMK, khususnya terkait keberlanjutan hasil rehabilitasi, 

keberfungsian sosial, serta proses reintegrasi OYPMK setelah 

menyelesaikan program rehabilitasi di UPT. Penelitian selanjutnya juga 

dapat menggunakan pendekatan atau fokus kajian yang berbeda untuk 

memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan 

pelayanan rehabilitasi sosial. 
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